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BUPAYY PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 010 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas penyelenggara
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan
kemasyarakatan di Kabupateti Penukal Abab Lematang Ilir
dan sebagai pelaksanaan Pasal 59 Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu
menetapkan lebih lanjut Tugas dan Wewenang Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang llir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana pada huruf
a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Penukal Abab Lematang llir tentang Tugas dan Wewenang
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang llir;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I dan Kota Pragja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonecia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821};

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9234),

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5400);

5.Udang-undang ...



Menetapkan

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik indunesia Nomor
4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737},

. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang llir Nomor 095

Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Nomor 002 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PENUKAL
ABAE LEMATANG ILIR

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Nir;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Penukal Abab Lematang
1lir;

4, Wakil Kepala daerah adalah Wakil Bupati Penukal
Abab Lematang ilir;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di
singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

6. Sekretariat Dacrah adalah Sekretariat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang llir;

7.Pemerintahan ...
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(1)

(2)

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan
urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri  urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat sctempat sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan;

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah vyang
berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur
pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daecrah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Dacrah, Kecamatan dan Kelurahan;

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) adalah Pelaksana
Tugas Teknis pada Dinas untuk melaksanakan
sebagian kegiatan teknis Operasional dan atau
kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah
kerja satu atau beberapa kecamatan;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri; dan

Eselon adalah jabatan Struktural.

BABII
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Pasal 2
Kepala Daerah

Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan
Daerah yang disebut Kepala Daerah.
Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk Daerah provinsi disebut Gubernur, untuk
Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah
kota disebut Wali Kota.

Pasal 3 ...
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Pasal 3

Masa jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) adalah selama 5 {lima) tahun
terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali
masa jabatan,

Pasal 4

(1) Kepala Daerah sebelum memangku jabatannya
dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang
dipandu oleh pejabat yang melantik.

(2} Sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi
Allah/Tuhan, saya  bersumpah/berjanji  akan
memenuhi kewsajiban saya sebagai kepala daerah
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang
teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala
undang-undang dan peraturannya dengan selurus-
lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa,
dan bangsa".

Pasal 6

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah diatur
dengan Undang-undang.

Wakil Kepala Daerah
Pasal 6

{1) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dapat dibantu oleh Wakil Kepala Daerah.

(2) Wakil kepala daerash sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut wakil
gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil
bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali
kota.

Pasal 7

(1) Wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya
dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang
dipandu oleh pejabat yang melantik.

{2} Sumpah/janji wakil kepala daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi
Allah /Tuhan, saya  bersumpah/beranji akan
memenuhi kewajiban saya sebagai wakil kepala
daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia ...
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Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan
segala Undang-undang dan peraturannya dengan
selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat,
nusa dan bangsa".

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DAERAH
Pasal 8

(1) Kepala Daerah mempunyai tugas :

a.

g.

memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan vang
menjadi  kewenangan  Daerah  bcrdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan
kebijjakan yang ditetapkan bersama DPRD;
memelihara  ketenteraman dan ketertiban
masyarakat;

menyusun dan mengajukan rancangan Perda
tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang
RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama
DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

. menyusun dan mengajukan rancangan Perda

tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan
APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD untuk dibahas bersama;

mewakili Daerahnya di dalam dan di luar
pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum
untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan;

mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Daerah berwenang:

a.

mengajukan rancangan Perda;

b. menetapkan Perda yang telah mendapat

persetujuan bersama DPRD;

menetapkan Perkada dan keputusan kepala
daerah;

mengambil tindakan tertentu dalam keadaan
mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah
dan/atau masyarakat;

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(3) Kepala Daerah yang sedang menjalani masa tahanan
dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

4.dalam hal ...
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(4) Dalam hal Kepala Daerah sedang menjalani masa
tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau
berhalangan sementara, Wakil Kepala Daerah
melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah.

(5) Apabila Kepala Daerah sedang mcnjalani masa
tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada
wakil Kepala Daerah, Sckretaris Daerah melaksanakan
tugas sehari-hari Kepala Dacrah.

(6) Apabila Kepala Daecrah dan Wakil Kepala Daerah
sedang menjulani masa tahanan atau berhalangan
sementara, Sekretaris Daerah melaksanakan Lugas
sehari-hari Kepala Daerah.

{(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas
dan wewenang Kepala Daerah oleh Wakil Kepala
Daerah dan pelaksanaan tugas schari-hari Kepala
Dacrah oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

BAR IV
TUGAS DAN WEWENANG WAKIL KEPALA DAERAH
Pasal 9

(1) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas:

a. membantu Kepala Daerah dalam:

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Dacrah;

2. mengkoordinasikan leegiatan Perangkat
Daerah dan  menindaklanjuti  laporan
dan/atau temuan hasil pengawasan aparat
pengawasan;

3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah provinsi bagi Wakil
Gubernur; dan

4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
pemerintahan yuang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan,
dan/atau Desa bagi Wakil Bupati/Wali kota;

b. memberikan saran dan pertimbangan Kepada
Kepala Daerah dalam pelakeanaan Pemerintahan
Daerah;

¢: melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah
apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan
atau berhalangan sementara; dan

d. melaksanakan tugas lain scsuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(2). Selain melaksanankan ...
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(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Wakil Kepala Daerah melaksanakan
tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang
diberikan oleh Kepala Daerah yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dan ayat (2), Wakil Kecpala Dacrah
bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah,

Pasal 10

Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah

meliputi;

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. menaati seluruh Kketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dacrah;

e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih
dan baik;

f. melaksanakan program strategis nasional; dan

g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi
Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Pagal 11

(1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang
tidak melaksanakan program strategis nasional
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f{
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis
oleh Menteri untuk Gubernur dan/atau Wakil
Gubernur serta oleh Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil
Bupati atau Wali Kota dan/atau Walal Wali Kota.

(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah disampaikan 2 {dua) kali berturut-
turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala Daerah
dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan
sementara selama 3 (tiga) bulan.

(3) Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah telah seclesai menjalani pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tetap tidak melaksanakan program strategis nasional,

yang bersangkutan ...
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(1)

(@)

(1)

{2)

(3)

4

)

yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala
Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.

Pasal 12

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 Kepala Daerah wajib menyampaikan
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah,
laporan  ketcrangan  pertanggungjawaban, dan
ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Laporan penyeclenggaraan Pemerintahan Daerah
memuat capaian kinerja penyclcnggaraan
Pemerintahan Daerah dan pclaksanaan tugas
Pembantuan.

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai
waldl Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.

Laporan penyclenggaraan Pemerintahan Daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (2} dan ayat (3)
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tabun anggaran berakhir.

Laporan penyelenggaiaan Pemerintahan Daéiah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan
penyelenggaraan  Pemerintahan  Daersh  oleh
Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil evaluasi scbagaimana dimaksud
pada ayat (4), Menteri mengoordinasikan
pengémbangan kapasitas Pemenntahan Daerah.

(6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dapat berupa pemberian penghargaan dan sanksi.
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Pasal 14

(1) Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat
hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat {l) kepada DPRD yang dilakukan 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas
oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Pasal 15

Kepala daerah menyampaikan ringkasan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 16

(1) Kepala Daerah yang tidak menyampaikan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ringkasan
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh
Menteri untuk Gubernur dan oleh Gubernur, sebagai
wakil Pemerintah Pusat, untuk Bupati/Wali Kota.

(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua)} kali berturut-
turut dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Daerah
diwajibkan bidang pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya
dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah atau oleh
Pejabat yang ditunjuk. 2

{3) Dalam hal Kepala Daerah tidak melaksanakan
kewajiban menyampaikan laporan  keterangan
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2), DPRD provinsi dapat menggunakan
hak interpelasi kepada Gubemur dan DPRD
kabupaten/kota dapat menggunakan hak interpelasi
kepada Bupati/Wali kota.

{(4) Apabila penjelasan Kepala Daerah terhadap
penggunaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud

pada ayat ...
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pada ayat (3) tidak diterima, DPRD provinsi
melaporkan Gubernur kepada Menteri dan DPFRD
kabupaten/kota mclaporkan Bupati/Wali Kota
kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

(5) Berdasarkan laporan dari DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan sanksi
teguran tertulis kepada Gubernur dan Gubernur
scbagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sankai
teguran tertulis kepada Bupati/Wali Kota.

(6) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan
tetap tidak dilaksanakan, Kepala Dacrah diwajibkan
mengikuti program pembinaan khusus pendalaman
bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Kementerian serta tugas dan kewenangannya
dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah atau oleh
pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan
keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara
evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal
13 ayat {5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Dalaxn melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah mempunyai hak protokoler dan
hak keuangan.

(2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan
tunjangan lain.

{3) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang
dikenai sanksi pemberhentian semecntara tidak
mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan
hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak,
dan tunjangan istri/suami.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan
hak keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
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BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan Penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2016

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

dto

H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

AMIRUDDIN TJIKMAT
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR

11


Hype GLK
Typewritten text
dto

Hype GLK
Typewritten text
dto


) O

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan Penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 29- 02- 2016

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal &7 02 — 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

AMIRUDDIN TJIKMAT
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR
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